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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan.   

Tanggung jawab hukum PT. MRT Jakarta selaku penyelenggara sarana 

angkutan MRT terhadap kerugian yang dialami penumpang angkutan MRT 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Kereta Api menggunakan prinsip tanggung jawab hukum mutlak 

atau absolute liability untuk kerugian karena kecelakaan. Namun, untuk 

kerugian karena keterlambatan kedatangan, penundaan keberangkatan dan 

pembatalan keberangkatan menggunakan prinsip tanggung jawab strict 

liability. Hal tersebut berlaku terhadap penumpang angkutan MRT yang 

mengalami kerugian karena wanprestasi, baik karena kecelakaan berdasarkan 

Undang-Undang Perkeretaapian Pasal 157 ayat (1) dengan bentuk tanggung 

jawab atau ganti kerugian berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan kerugian 

berdasarkan Pasal 133 ayat 2 Undang-Undang Perkeretaapian dengan bentuk 

tanggung jawab atau ganti kerugian berdasarkan Pasal 85 ayat (2), Pasal 92 

ayat (2) dan Pasal  94 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Kereta Api dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 ayat (1)  Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2014 tentang 

Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api. 

Sehingga, segala penggantian kerugian terhadap penumpang angkutan MRT 

Jakarta menjadi tanggung jawab PT. MRT Jakarta memberikan ganti 
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kerugian sebagaimana telah diatur dalam peraturan-peraturan mengenai 

perkeretaapian. 

 

C. Saran 

1. Pemerintah dan PT. MRT Jakarta seharusnya mensosialisasikan  bahwa 

dalam upaya untuk memperoleh tanggung jawab hukum PT. MRT Jakarta 

tunduk pada peraturan mengenai pengangkutan perkeretaapian, baik 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan 

Pereaturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Kereta Api. Sehingga, masyarakat umum mengetahui dasar-

dasar hukum pengaturan mengenai pengangkutan  Mass Rapid Transit. 

2. Perlunya peraturan baru terhadap angkutan MRT selain dari peraturan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Kereta Api untuk mengatur mengenai segala yang berkaitan 

dengan pengangkutan Mass Rapid Transit khususnya terkait tanggung 

jawab hukum PT. MRT Jakarta selaku penyelenggara prasarana dan sarana 

Mass Rapid Transit. 
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